GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 170/PMK.07/2022 tengang Dana Insentif Daerah untuk
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022,
dan ketentuan BAB II huruf D angka 1 huruf h dan huruf i Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu
(dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas
pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah) pergeseran
anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh (APBA), dapat dilakukan sebelum perubahan APBA
melalui ketetapan Gubernur dengan diberitahukan kepada pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan jika pergeseran tersebut
dilakukan sebelum perubahan APBA, pergeseran/perubahan
anggaran ditampung dalam Qanun Aceh mengenai perubahan APBA
dan jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBA,
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, serta menindaklanjuti
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S500/4825/SJ tentang
Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian
Inflasi Di Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Qanun Aceh
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022, dalam keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak, serta karena adanya perintah
peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, dengan cara terlebih
dahulu melakukan Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2022, dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRA, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran;

c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor
25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga,
penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan mendesak
dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja
Tidak Terduga ke Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada SKPA;
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bahwa untuk memenuhi kondisi mendesak, dalam rangka
Penggunaan Dana Insentif Daerah, perlu dilakukan pergeseran
anggaran pada Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan
Perikanan dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Badan
Pengelolaan Keuangan Aceh;

bahwa untuk memenuhi kondisi mendesak, dalam rangka
Penanganan Dampak Inflasi, perlu dilakukan pergeseran anggaran
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Kelautan dan
Perikanan dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

bahwa adanya usulan pergeseran anggaran pada jenis belanja dalam
sub kegiatan yang sama pada SKPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Dinas Peternakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
Selaretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun
2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4210);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Permerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Undang-Undang......... /3



10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

25

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Permerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575); 12. Peraturan.../3

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 926);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
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20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan
Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan
Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah
Aceh Tahun 2021 Nomor 13);

22.Qanun Aceh Nomor S5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Aceh
Tahun 2022 Nomor 5);

23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Aceh Tahun 2022
Nomor 25); dan

24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun
2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022
Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
ACEH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal ]

Ketentuan Pasal 1 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 berubah menjadi sebagai berikut :

(1) Pendapatan

a. Semula Rp13.391.065.941.477,00
b. Bertambah Rp 22.914.463.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp13.413.980.404.477,00
(2) Belanja
a. Semula Rp16.740.243.054.180,00
b. Bertambah Rp 22.914.463.000,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp16.763.157.517.180,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan (Rp 3.349.177.112.703,00)
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(3) Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp3.934.177.112.703,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp3.934.177.112.703,00

b. Pengeluaran

1) Semula RpS585.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurag) Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah PerubahanRpS85.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan

Rp3.349.177.112.703,00

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBA sebagaimana tersebut pada Pasal I secara
terinci tercantum dalam Lampiran I, dan Ketentuan Lampiran II,
Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI dalam
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 1), juga diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III,
Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal III
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 19 Desember 2022
25 Jumadil Awal 1444

7)Pj.GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 19 Desember 2022
25 Jumadil Awal 1444
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BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 43
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